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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Notaris adalah pejabat umum 

yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan 

Undang-Undang lainnya.1 

Notaris sendiri sering disebut pejabat umum. Sebagai pejabat umum, 

Notaris bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat 

yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya 

berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris 

merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.2  

Kewenangan Notaris untuk membuat Akta Autentik tersebut diatur dalam 

ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2014, yang menentukan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta 

autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang 

diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki

 
1 Pasal 1 Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2014 
2 Budiono Herlien, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2013, hlm.220. 
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oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin 

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, 

salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu 

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain 

yang ditetapkan oleh Undang-Undang.  

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(selanjutnya disebut KUHPerdata), Akta Autentik adalah suatu akta yang 

dibuat dalam bentuk Undang- Undang oleh atau di hadapan pejabat 

berwenang untuk itu di tempat akta itu Dibuat. Pejabat berwenang yang 

dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah Notaris, karena merunut ketentuan 

Pasal 1 Ayat (1) UUJN. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (7) 

UUJN Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang 

dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dengan demikian suatu akta dapat 

dikatakan sebagai akta autentik jika memenuhi unsur-unsur atau syarat 

sebagai berikut:3 

1. Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang- 

Undang; 

2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat 

dimana akta tersebut dibuat. 

 
3 Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, CYBER NOTARY : realita dan idealita, Universitas 

Sriwijaya Press, Palembang,  2020, hlm.112. 
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Akta yang telah dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status 

harta benda, hak, dan kewajiban seseorang sehingga dapat dijadikan sebagai 

alat bukti terkuat dan terpenuh yang dapat menjadi peranan penting dalam 

setiap hubungan hukum dalam kehidupan seseorang baik itu dalam hubungan 

bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, maupun kegiatan sosial. 

Autentik sendiri di didefinisikan bersifat umum, juga memberi pembuktian 

yang sempurna (dari surat-surat) khususnya dalam kata. Para notaris diberi 

wewenang untuk membuat akta autentik baik atas permintaan atau atas 

perintah.4 

Selain diberikan kewenangan dalam menjalankan jabatanya, notaris juga 

diberi kewajiban dalam menjalankan jabatanya, kewajiban Notaris dalam 

menjalankan jabatannya diatur pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014. Salah satu kewajiban Notaris adalah membacakan akta 

dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, 

atau 4 (empat) orang saksi, khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah 

tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan 

Notaris, ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m 

UUJN.  

 
4 Zimri Boy Yoyada Sinuhaji, Abdul Rachmad Budiono, Dan Lutfi Effendi, “Persekutuan 

Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undangundang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap 

Prinsip Kemandirian Notaris”, Jurnal Hukum, Vol.1, No.1, 2015, hlm.4.  
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Pemberian kewenangan dan kewajiban terhadap notaris menyebabkan 

timbulnya akibat hukum. Akibat hukum ini memunculkan tanggung jawab 

hukum yang berat karena akan menciptakan suatu kepastian hukum dalam 

masyarakat. Dalam menjalankan kewenanganya serta kewajibannya, Notaris 

harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya apabila ada kesalahan 

maupun pelanggaran yang disengaja dibuat oleh Notaris. Bentuk tanggung 

jawab hukum Notaris adalah tanggung jawab terhadap hukum perdata, hukum 

pidana, UUJN, dan kode etik Notaris.5 

Kewajiban pembacaan akta sendiri yang diatur dalam ketentuan Pasal 16 

Ayat (1) huruf m UUJN bukan hanya bermanfaat bagi Notaris namun 

bermanfaat pula bagi para penghadap, manfaat dari pembacaan akta yang 

dilakukan oleh Notaris, diantaranya Notaris masih memiliki kesempatan 

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tidak terlihat, sedangkan 

untuk para penghadap, para penghadap mendapat kesempatan untuk bertanya 

tentang hal-hal yang kurang jelas di dalam isi akta, pembacaan akta juga 

memberikan kesempatan kepada Notaris dan para penghadap pada detik-detik 

terakhir sebelum akta selesai diresmikan dengan tandatangan 

penghadap,saksi, dan Notaris untuk melakukan pemikiran ulang dengan kata 

 
5 Purwaningsih, ”Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Propinsi Banten Dan 

Penegakan Hukumnya”, Mimbar Hukum, Vol.27, No.1, 2015, hlm.14-28. 
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lain revisi isi perjanjian guna mencegah terjadi permasalahan di kemudian 

hari.6  

Akan tetapi apabila penghadap belum memahami isi akta autentik yang 

telah dibuat, serta notaris juga tidak meminta kepada pengahdap untuk 

terlebih dahulu membaca isi akta yang telah dibuat dan notaris juga tidak 

membacakan akta itu sendiri, maka dalam hal tersebutlah notaris harus 

bertanggung jawab atas kelalaian kewajiban menjalankan jabatanya terhadap 

pembuatan akta. Oleh sebab itu notaris harus lebih berhati-hati dalam 

menjalanakan jabatannya, apabila notaris tidak membacakan akta yang 

dibuatnya dalam menjalankan tugas jabatan, maka membuat akta autentik 

tersebut terdegradasi keautentikanya menjadi akta di bawah tangan dan 

tentunya penghadap merasa dirugikan atas tidak dibacakanya akta autentik 

yang dibuat oleh Notaris tersebut.7 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas 

dan meneliti secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Tanggung 

Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Autentik Yang Tidak 

Dibacakan Di Hadapan Penghadap. 

 

 

 
6 Muhammad  Tiantanik  Citra  Mido, I Nyoman Nurjaya, dan Rachmad  Safa’at, “Tanggung 

Jawab Perdata Notaris terhadap Akta yang  Dibacakan oleh  Staf  Notaris di Hadapan  Penghadap”, 

Lentera Hukum, Vol 5, Issue 1, 2018, hlm.156-173.  
7 Kunni Afifah. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata 

Terhadap Akta yang Dibuatnya” Jurnal Lex Privatum  Vol.2, No.1, 2017, hlm.147 – 161. 
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B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta autentik yang 

tidak dibacakan di hadapan penghadap? 

2. Apa akibat hukum terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris apabila notaris 

tidak membacakan akta autentik di hadapan penghadap? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap 

pembuatan akta autentik yang tidak dibacakan di hadapan penghadap. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap akta yang dibuat 

dihadapan notaris apabila notaris tidak membacakan akta autentik di hadapan 

penghadap. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis 

 Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka 

meningkatkan perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai tanggung 

jawab Notaris terhadap pembuatan akta autentik yang tidak dibacakan di 

hadapan penghadap. 
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2. Secara praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahun mengenai hukum 

kenotariatan khusunya pembuatan akta autentik. Adapun manfaat praktis bagi 

pihak- pihak sebagai berikut:  

a. Bagi Penghadap 

  Memberikan pengetahuan terhadap penghadap atas pentingnya pemahaman 

dalam membuat suatu perbuatan hukum khusunya pembuatan suatu akta 

autentik. 

b. Bagi Notaris  

Pemahaman tentang besarnya tanggung jawab notaris terhadap akta yang 

dibuatnya, baik tanggung jawab moral maupun tangggung jawab hukum. 

Yaitu, tanggung jawab profesi yang akan berdampak merugikan diri sendiri 

maupun orang lain. 

c. Bagi pemerintah 

Diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk merencanakan 

agenda pembaharuan hukum terhadap peraturan perundang-undangan 

yang sudah ada agar terbentuknya sanksi yang lebih tegas. 

 

E. Ruang Lingkup  

  Ruang lingkup skripsi ini dibatasi hanya mengenai tanggung jawab Notaris 

terhadap pembuatan akta autentik yang tidak dibacakan dihadapan penghadap dan 

akibat hukum jika Notaris tidak membacakan akta autentik dihadapan penghadap, 
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F. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis 

mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan 

pegangan teoritis.8 Maka konsep-konsep teori yang digunakan dalam pembahasan 

skripsi ini adalah: 

1. Teori Tanggung Jawab Hukum 

Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim, pengertian 

tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :9 

a.  Accountability, biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan yang 

berkaitan dengan pembayaran, dapat diartikan juga sebagai kepercayaan.  

b.  Responsibility, diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu 

perbuatan dengan kata lain wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi 

apa-apa dapat disalahkan, dituntut, diancam hukuman oleh penegak hukum 

didepan pengadilan, menerima beban akibat dari tindakan sendiri maupun 

orang lain. 

c. Liability, berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat 

perbuatannya ataupun orang lain yang bertindak untuk atas namanya 

(kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita). 

 
8 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80. 
9 K. Martono, Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 2009, PT. RajaGrafindo, 

Jakarta, 2011, hlm. 217. 
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Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu 

akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik pernanan itu merupakan hak 

dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum 

diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut 

cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.10 

Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari :11 

a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab 

terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri; 

b. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung 

jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; 

c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang 

individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena 

sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; 

d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu 

bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak 

sengaja dan tidak diperkirakan.  

Di dalam hukum sendiri, dikenal terdapat 2 (dua) istilah 

pertanggungjawaban yaitu liability (the state of being liable) dan responsibility 

(the state or fact being responsible). Liability merupakan istilah hukum yang 

luas, dimana liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu 

 
10 Purnadi Purbacaraka, Perihal Kaidah Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 35. 
11 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Raisul Mutakien, Nuansa dan Nusa Media, 

Bandung, 2006, hlm.140. 
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tanggung jawab gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, 

sedagkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.12 

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, 

pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan 

kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang 

memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; 

“geen bevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without 

responsibility; la sulthota bila mas-uliyat” (tidak ada kewenangan tanpa 

pertanggungjawaban).13 

Dilihat dari keterkaitan antara teori tanggung jawab hukum dan 

permasalahan pada skripsi ini. Fungsi teori tanggung jawab hukum pada 

penelitian  ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan 

permasalahan yang akan diteliti. 

2. Teori Kepastian Hukum 

    Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan, ataupun ketetapan. 

Hukum wajib mengandung unsur kepastian dan keadilan. Dengan adanya 

kepastian hukum dan keadilan hukum, maka hukum dapat menjalankan 

fungsinya dengan baik. Kepastian hukum dibutuhkan untuk menjamin 

ketertiban di dalam kehidupan masyarakat dan juga menjamin hak serta 

kewajiban setiap warga negara. Utrecht menyatakan bahwa: “Kepastian hukum 

 
12 Ridwan HR, hukum administrasi negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008,  hlm. 337. 
13 Ibid., hlm. 352. 
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mengandung dua pengertian, yang pertama adalah terdapat aturan yang bersifat 

umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh 

dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pengertian yang kedua adalah keamanan 

hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah, karena dengan adanya 

aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh 

dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.14 

   Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivitas di dunia hukum, yang cenderung 

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, karena bagi penganut 

pemikiran ini tujuan hukum ialah mewujudkan kepastian hukum. Kepastian 

hukum itu diwujudkan oleh hukum. Hukum memiliki sifat yang hanya 

membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-

aturan hukum tersebut dapat membuktikan bahwa adanya suatu kepastian 

hukum.15 

   Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan 

secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian menjadi 

suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan konflik 

norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, 

 
14 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, 

hlm. 23. 
15 Achmad Ali, Menguak Tabir hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Gunung 

Agung, Jakarta, 2007, hlm. 82-83. 



12 

 

 

tetap dan konsisten yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-

keadaan yang sifatnya subyektif.16  

   Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara 

normatif  kepada  aturan  hukum  yang  terkait  dengan  segala  tindakan  yang  

akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bila akta Notaris 

telah memenuhi ketentuan yang ada  maka  akta  Notaris  tersebut  memberikan 

kepastian  dan  perlindungan  hukum kepada (para) pihak  mengenai  perjanjian   

yang dibuatnya. Dengan ketaatannya Notaris menjalankan sebagian kekuasaan 

Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat 

yang memerlukan alat bukti berupa akta otentik yang mempunyai kepastian 

hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.17  

   Dengan adanya teori kepastian hukum dalam pembuatan akta, diharapkan 

dapat memenuhi jaminan bagi para penghadap maupun notaris itu sendiri dan 

dapat mengetahui apa yang boleh di lakukan dan tidak boleh dilakukan serta 

memahami tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban. 

 

 

 

 

 
16 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang 

Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59. 

17 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung,  2011, hlm. 42. 
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G. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan 

konstruksi, yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten.18 Metode 

penelitian terdiri dari: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. 

Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam 

ilmu hukum.19   

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:   

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach). 

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua 

Undang-Undang dan semua regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani.20 Dengan memahami kandungan filosofi yang 

ada di belakang Undang-Undang yang digunakan, penulis dapat 

menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-

Undang dengan isu yang sedang dihadapi.21 Pendekatan Perundang-

undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 
 

18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penilitian Hukum, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, 

1986, hlm. 2. 
19 Zainuddin Ali, Metode Penilitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 24.   
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi. 1, Cetakan. 6, Kencana, Jakarta, 2010,  

hlm. 93. 
21 Ibid., hlm. 94. 
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b. Kitab Undang–Undang Hukum Perdata; 

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). 

Pendekatan konseptual berangkat dari pandangan pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari 

pandangan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka akan ditemukan 

ide-ide yang melahirkan pengertian - pengertian hukum, konsep-konsep 

hukum, dan asas - asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 22 

3. Sumber Bahan Hukum  

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

artinya mempunyai otoritas.23 Atau bisa diartikan bersifat mengikat terhadap 

setiap orang. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini 

antara lain : 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;  

 
22 Ibid., hlm. 95. 
23 Ibid., hlm.141. 
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d. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 

2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara 

Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa 

Jabatan Notaris; 

e. kode etik Notaris; 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-

hasil penelitian, penelitian lapangan didukung dengan wawancara atau 

pendapat para ahli hukum.24 Bahan hukum sekunder yang terutama adalah 

buku teks karena berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-

pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualitas tinggi. 25  

c.  Bahan Hukum Tersier  

  Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.26  

 

 

 
24 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penilitian Hukum, PT. RajaGrafindo, 

Jakarta, 2004, hlm.32. 
25 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 142. 
26 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 33. 
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4. Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara Studi kepustakaan 

library research yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematika 

peraturan Perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel dan sumber lainnya 

yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu tanggung jawab 

perdata notaris terhadap akta pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum dan informasi yang yang telah diperoleh dan dikumpulkan di 

analisis menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti di uraikan 

dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik 

kesimpulan dan menggambarkan jawaban permasalahan.27 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Teknik penarikan 

kesimpulan secara deduktif. Deduktif yaitu suatu proses atau cara penarikan 

kesimpulan yang berangkat dari suatu hal yang bersifat umum ke hal yang 

bersifat khusus.28 

 
27 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Metode Penelitian Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, 

hlm. 54. 
28 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 

91. 
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